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5. Peraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenlilng 

Pcngelolaan Keuangan Daerah; 

6 . Peratura.n Mentcri Dalam Ncgeri Nomc,r 13 Tahun 2006 

tent.ang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagrumana telah diubah bcbcrnpn kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 21 

Tahun 2011; 

7 Peraturan Menteri Dalam Ncgerl Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang benrumber dan Angga.ran Pendapatan dan 

Bclanja Daerah scbagaimana Lelah diubah bcbcrapa 

kali temkhir dengan Peraturan Menteri Dolam Negeri 

Nomor 99 Tahun 2019, 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 

ccntang Tim Koordinas1 Penanggulangan Kem1skman 

Provinsi dan Kabupalen/ Kota; 

8 Peruturan Daerah Kotn Madiun Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Pcdoman Pembenrukan Produk Hukum 

Daerah; 

9. Peraturan Daernh Kot.a Madiun Nomor 10 Tahun 2013 

t.cntang Perccpatan Penanggulangan Kemiskinan; 

10. Peroturan WaJikota Madiun Nomor 3 Tahun 2019 

Lentn.ng Pcdoman Pembcnan Hibah, Bantuan Sosial 

dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Bclanja Dacrah Kota Mndiun 

sebagaimana Lelah diubah dengan Perau.tran Walikota 

Madiun Nomor 31 Tahun 2020; 

MBMlJTtJSKAJI ; 

PERATORAB WALIKOTA MADJUN TENT.ANO PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WA.LIKOTA MADJUN NOMOR 42 

TABUN 2017 TENTANG PEDOHAN PELAKSANAAN 

BANTUAN PERBAIKAJf RUMA.B TIDAK LAYAK HUlfl. 

Paul I 

Bcberapa ketentuan dolam Peralumn Walikota Madiun 

Nomor 42 Tahun 2017 tenlang Pcdomnn Pclaksanaan 

Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Hum diubtlh 

scbaga.i berikuL 
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I . Ketentuan ayat (4) Pasal 5 diubnh sehmgga PasaJ 5 

berbunyi sebagai berikut: 

Pua15 

(lJ Bantuan RTLH diberika.n clolam benluk uang 

kepada penerima guna membeh bahan bangunan 

dan pembayarnn upah kerja dalam rangka 

pembangunan al.au perbaikan RTLH. 

(2) Banluan RTLI I diberikan unluk perbaikan RTLII 

yang mengJllam1 kerusakan 

(3) Nilai bancuen RTLH diberikan sebesar bi.aya yang 

dibutuhk:an untuk pcrbaikan RTLH pada masing

masing penerima.. 

f4) Nilai bentuan RTLH sebega1m&rul dimaksud pada 

ayat (31 paling banyak sc:besar Rp.15.000.000, 

(Ii.ma belas juta rupiah) untuk I (salu) penerima. 
(5) Kctelapan besaran bantuan RTLH bag, pcncrimu 

bantuan dltcntukan scsuai dcngan keburuhan 

biaya perbaikan at.au pembangunan sebagaimana 

dimaksud pada aynl (4) berdasarkan perh1tungan 

biaya oleh Tim Pcnyelcnggara Bantuan RTL! I 

Tingkat Kecamalan yang t.clah d.Jverifikasi Tim 

Penyelenggara Banluan RTLH Tingkat Koto.. 

2. Ketentuan ayat (3) huruf n, huruf f dan huruf g ctiubah, 

huruf c, huruf d dan huruf e Pasal 9 dihapu1,, sehingga 

Posal 9 berbun}'l sebagai benkut: 

(lJ Penyaluran bantuan RTUJ dalwn bentuk ua.ng 

dilaku.kan melalui bank. 

(2) Penyalurnn bantuan RTLH dala.m bcntuk uang 

scbagaimana dimaksud pada ayat (II dilakukan 

dala.m I (salu) t.ahap. 

(3) Tata cam penyaluran uang buntuun perba1kan 

RTLH scbagaimana dlmaksud pada ayat Pl dan 

ayal (2) melalui lahapan sebagai berikut· 

a. Diaas rnenyampaikan Daftar Penenma Bantuan 

berdasarkan Kcputusan Wallkota tcncs.ng 

pcnetapan penerirruJ bantuan RTLH kcpada 

Bank; 
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